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Abstrak

Istishab merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang memiliki relevansi penting, khususnya ketika dalil-dalil
primer seperti Al-Qur’an dan Hadis tidak memberikan kepastian hukum secara eksplisit. Istishab berfungsi sebagai prinsip
mempertahankan hukum asal hingga terdapat dalil yang mengubahnya, sehingga berperan dalam menjaga stabilitas dan
kontinuitas hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menelaah secara mendalam pandangan para ulama
ushul figih mengenai kedudukan istishab sebagai sumber hukum Islam, termasuk perbedaan pendapat yang berkembang di
kalangan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan
sumber data utama berupa jurnal ilmiah, kitab ushul figih klasik dan kontemporer, serta literatur pendukung lainnya. Hasil
penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama ushul terkait legitimasi istishab sebagai dalil syar ‘.
Sebagian ulama menerima istishab secara mutlak sebagai hujjah, sebagian lainnya menerima dengan batasan tertentu, dan
sebagian lagi menolaknya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kerangka berpikir
filosofis, pendekatan rasional, serta penafsiran terhadap dalil nagli yang digunakan masing-masing ulama. Meskipun
demikian, istishab dinilai memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian dalam
penetapan hukum Islam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ushul figih serta mendorong
pemahaman yang lebih kontekstual dan progresif terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Kata kunci: Istihab, Ushuliyyin, Sumber Hukum, ljtihad, Figih
1. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum Islam, istishab telah menjadi tema sentral dan perdebatan menarik di kalangan
Ushuliyyin [1]. Secara sederhana, didefinisi kan sebagai penetapan status hukum sesuatu berdasarkan status
sebelumnya, sampai ada bukti yang mengubah penetapan tersebut [2]. Setiap peristiwa atau kedudukan hukum
dalam Islam harus diterima, kecuali ada bukti bahwa hal itu mengarah pada perubahan atau pembatalan. Metode
ini adalah salah satu metode terpenting untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi fatwa dan hukum
syariah, terutama ketika sumber-sumber hukum yang disepakati (Alquran, Sunnah, ijma’, dan giyas) tidak
memberikan definisi yang jelas tentang pokok bahasan hukum [1]. Munculnya bukti sebagai valid tidak serta-
merta diterima oleh semua sarjana. Sebagian besar ulama Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Zahiri sama sekali tidak
mengakui istishab sebagai sumber hukum, sementara ulama Hanafi dan sebagian ulama Ushuliyyin membatasi
atau menolaknya sebagai sumber hukum kecuali dalam kondisi tertentu. Penolakan ini didasarkan pada argumen
bahwa keputusan hukum tanpa pembenaran substantif dianggap melanggar hukum, dan bahwa risiko penggunaan
istilah yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembentukan undang-undang baru . Selain itu,
semakin mendesak kebutuhan masyarakat Muslim modern, yang sering menghadapi masalah baru tanpa dasar
tekstual yang jelas, semakin penting pemahaman yang nyata tentang istishab. Sejumlah artikel dan studi terbaru
telah menyoroti penggunaan, prinsip dasar, dan kritik terhadap istishab dalam kajian hukum kontemporer [3].
Studi ini memberikan pembahasan mendalam tentang pandangan Ushuliyyin mengenai istishab. Objektivitas,
ruang lingkup, dan batasan penggunaannya. Kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam.

Namun demikian, penerimaan terhadap istishab tidak bersifat universal. Perbedaan pandangan di kalangan ulama
mencerminkan kompleksitas metodologis dalam ushul figih. Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi‘i, Maliki,
Hanbali, dan Zahiri cenderung tidak mengakui istishab sebagai sumber hukum independen, sedangkan ulama
Hanafi dan sebagian ushuliyyin lainnya menerima istishab dengan batasan-batasan tertentu [3]. Penolakan terhadap
istishab umumnya didasarkan pada kekhawatiran bahwa penetapan hukum tanpa dalil substantif yang eksplisit
dapat membuka ruang spekulasi dan ketidakpastian dalam pembentukan hukum baru [4]. Di sisi lain,
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perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat Muslim modern memunculkan berbagai persoalan
hukum baru yang tidak secara langsung ditemukan landasan tekstualnya dalam nash. Kondisi ini menjadikan
istishab semakin relevan sebagai pendekatan ijtihad yang bersifat rasional dan kontekstual [5]. Sejumlah kajian
kontemporer menunjukkan bahwa istishab dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan hukum
Islam yang adaptif, selama penggunaannya dibatasi oleh prinsip-prinsip ushul figih yang ketat [6]. Oleh karena
itu, kajian mendalam mengenai pandangan ushuliyyin terhadap objektivitas, ruang lingkup, dan batasan istishab
menjadi penting guna memperkaya khazanah keilmuan dan mendorong pembaruan hukum Islam yang responsif
terhadap kebutuhan zaman

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena istishab merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul figh yang
memiliki peran strategis namun masih menyisakan perdebatan konseptual di kalangan ulama. Perbedaan
pandangan mengenai legitimasi, ruang lingkup, dan batasan penggunaan istishab menunjukkan bahwa metode ini
belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif, baik dalam kajian klasik maupun dalam konteks hukum Islam
kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan Kklarifikasi akademik terhadap
kedudukan istishab sebagai sumber penetapan hukum Islam.

Selain itu, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai
persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum primer. Kondisi tersebut
menuntut adanya metode ijtihad yang mampu mengisi kekosongan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
syariah. Dalam konteks ini, istishab menjadi relevan sebagai pendekatan rasional yang dapat menjaga
kesinambungan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi umat Islam.

Penelitian ini juga penting untuk memperkaya khazanah keilmuan ushul figh dengan menghadirkan analisis kritis
terhadap pandangan para ushuliyyin, baik yang menerima maupun yang membatasi penggunaan istishab. Dengan
demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ushul figh
serta kontribusi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan
hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariah.

2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka di Universitas Primagara, dengan sumber utama jurnal nasional
dan internasional terindeks yang membahas tentang Istishab dan Ushul Figh. engan menitikberatkan pada
penelusuran dan analisis sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Sumber data utama penelitian ini berasal dari
jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks, baik yang terpublikasi dalam basis data bereputasi maupun
jurnal bidang studi hukum Islam, yang secara khusus membahas konsep istishab dan kajian ushul figh. Selain
jurnal ilmiah, penelitian ini juga didukung oleh literatur sekunder berupa buku teks ushul figh klasik dan
kontemporer, prosiding ilmiah, serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan klasifikasi bahan pustaka berdasarkan tingkat
relevansi dan kredibilitas sumber. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan
menelaah pandangan para ulama ushul figh mengenai kedudukan, ruang lingkup, serta batasan penggunaan
istishab sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran
komprehensif dan mendalam mengenai peran istishab dalam pengembangan hukum Islam, baik dalam konteks
klasik maupun kontemporer.

2.2 Prosedur

Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran artikel ilmiah dan dokumen digital yang dipublikasikan dalam
jurnal daring berbahasa Indonesia dan Inggris. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata
kunci yang relevan dengan topik penelitian, sehingga sumber yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung
dengan fokus kajian. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, tingkat kepentingan terhadap
tujuan penelitian, serta reputasi dan kredibilitas penerbit atau jurnal yang menaunginya. Setiap artikel dan
dokumen yang ditemukan ditelaah secara kritis untuk memastikan validitas akademik dan kontribusinya terhadap
pembahasan penelitian. Selanjutnya, sumber-sumber terpilih dianalisis secara komprehensif guna
mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis pandangan para ilmuwan kontemporer terkait epigraf. Proses
seleksi dan analisis ini dilakukan secara cermat agar data yang digunakan mampu merepresentasikan
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perkembangan pemikiran ilmiah mutakhir serta memberikan dasar yang kuat dalam perumusan kesimpulan
penelitian.

2.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif [3]. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten
(content analysis) terhadap artikel ilmiah dan dokumen berkala yang telah terpilih. Analisis ini difokuskan pada
pengkajian definisi, landasan konseptual, serta bentuk penerapan konsep yang dibahas dalam masing-masing
sumber. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan pandangan dan argumentasi para ulama serta
cendekiawan dalam menilai kedudukan dan legitimasi konsep tersebut sebagai metode penetapan hukum.
Perhatian khusus diberikan pada pengaruh perbedaan sikap ulama terhadap praktik ijtihad dan perkembangan
hukum Islam, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pemikiran keilmuan serta implikasinya terhadap
pembentukan dan pengembangan hukum Islam secara sistematis dan kontekstual.

3. Hasil dan Diskusi

Dalam cabang Ushul Fikih, istishab dipahami sebagai metode penetapan hukum berdasarkan keabsahan suatu
keadaan atau hukum yang ada, yang tetap berlaku hingga dibatalkan oleh bukti hukum baru. Dengan kata lain,
istishab membantu menjaga kesinambungan hukum yang sudah ditetapkan di masa lalu, yang berlaku untuk saat
ini dan masa depan, kecuali ada bukti bahwa mereka perlu diubah. Gagasan ini sejalan dengan kaidah fikih yang
sangat populer, yaitu: "al-yagin la yasulu bi al-shaq" (keyakinan tidak hilang karena keraguan) Misalnya,
seseorang yang sudah berwudhu dianggap suci, meskipun kemudian ragu apakah wudunya batal. Dalam konteks
yang lebih luas, istishab berkontribusi signifikan terhadap stabilitas hukum Islam, karena berfungsi sebagai
rujukan ketika tidak ada bukti yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma, atau Qiyas [1]. Al-Wushuli membagi
istishab menjadi beberapa jenis, misalnya istishab al-ibaha al-asliya (izin asli), istishab al-barah al-asliya (tidak
adanya sifat kewajiban hukum), dan istishab al-wasf (kelanjutan dari kualitas atau keadaan hukum tertentu).
Faktanya, istishab relevan dalam banyak kasus seperti hukum pidana (prinsip praduga tak bersalah), hukum
transaksi (keabsahan kontrak atau properti), dan hukum keluarga (status orang hilang atau warisan). istishab tidak
hanya berfungsi sebagai suplemen ketika bukti awal tidak tersedia, tetapi juga sebagai alat untuk menghindari
konflik hukum dan melindungi kepentingan publik. Meskipun banyak ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali
menerima istishab sebagai dalil yang sah, sebagian ulama mazhab Hanafi dan Mu'tazili membatasinya pada
konteks menggabungkan hukum-hukum lama dan bukan menciptakan hukum-hukum baru [2].

Konsep bukti mencakup tiga aspek waktu yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan yang semuanya harus
dianggap sama validnya kecuali bukti atau tanda menunjukkan perubahan yang sah. Ini berarti undang-undang
yang berlaku sebelumnya masih berlaku dan dapat diterapkan bahkan sekarang dan di masa depan, kecuali ada
bukti yang membatalkannya. Pendekatan ini mencerminkan sifat hati-hati dari hukum lIslam, yang berupaya
menjaga stabilitas dan konteks dalam penerapan syariah. Faktanya, metode ini sangat efektif untuk menangani
situasi hukum yang masih belum jelas, sehingga Istishab membantu Ijtihad mengisi kekosongan dalam hukum [2].
Misalnya, dalam hal properti, orang yang diakui sebagai pemilik permanen dapat dianggap berhak secara hukum
atasnya sampai ada bukti kuat yang mempertanyakan kepemilikan.

Pemahaman konsep istishab juga diperkuat oleh pandangan para ulama ushul seperti al-Asnawi, al- Syaukani, dan
Wahbah al-Zuhayli, yang secara konsisten menekankan pentingnya istishab sebagai metode legislatif dalam
ketiadaan bukti yang jelas [1]. Istishab digambarkan dalam banyak karyanya sebagai sarana untuk menjaga
kesinambungan hukum syariah dan mencegah kekacauan sosial. Al-Asnawi menganggap istishab sebagai alat
penting dalam hukum saat ini, tetapi al-Syaukani menganggapnya sebagai bukti yang cukup dapat diterima.
Wahbah al-Zuhayli menekankan relevansi istishab dalam perlindungan magasid al- shariyah, yang berarti
perlindungan agama, jiwa, akal, anak, dan harta [3].

Dasar keyakinan terhadap istishab didasarkan pada dua pendekatan utama bukti tekstual (Nash) dan bukti logis
(Al Aglu). Menurut bukti tekstual, teori istishab didasarkan pada ayat 29 dan 13 dari surah al- Bagarah dalam Al-
Qur'an:

@il ¥ oS5 4 2 265 Y15 2E Gl & Gail ) 18 Gl (ial &) il 241 38 1305
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Apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman,” mereka menjawab,
“Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman?”” Ingatlah, sesungguhnya mereka
itulah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka tidak tahu.

@ale ¢08 08 3557 sl gt G158 Ll ) o5 2 e (V) 3 G &1 GIA 1) 5

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit,
lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menyatakan bahwa segala sesuatu di bumi diciptakan untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa keputusan awal,
yang mengizinkan segalanya, tetap berlaku sampai ada bukti yang membatasi. Selain itu, hadis Nabi Muhammad
yang menyatakan bahwa seseorang tetap suci kecuali jika najis agama terbukti dengan jelas, serta konsensus ulama
mengenai posisi hukum dasar dalam masalah ini, yaitu diperbolehkan kecuali jika terbukti sebaliknya, semakin
memperkuat dasar teks istishab. Kita dapat berpendapat bahwa istishab didukung oleh prinsip logis bahwa hukum
tidak berubah kecuali ada bukti yang otentik dan dapat dipercaya. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk
menjaga ketertiban dan menghindari kekacauan hukum [2].

Prinsip istishab didasarkan pada pemikiran rasional bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau
diperbolehkan (al-ibahah al-ashliyah), sehingga suatu hal dianggap halal, suci, atau boleh sampai terdapat dalil
kuat yang menyatakan sebaliknya. Kepastian hukum ini tidak dapat dibatalkan hanya oleh rasa ragu atau dugaan
yang tidak disertai dalil syar’i yang sah. Kaidah fikih "al-yagin la yazulu bi al-shakk" (keyakinan tidak hilang
karena keraguan) menjadi landasan utama untuk menegaskan bahwa status hukum yang sudah pasti tidak boleh
diubah hanya karena adanya keraguan yang lemah, perubahan hanya dapat dilakukan jika ada bukti yang valid dan
jelas secara hukum. Prinsip ini berperan penting dalam menjaga kestabilan hukum, mencegah munculnya fatwa-
fatwa yang tidak berdasar, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi individu, terutama dalam situasi
hukum yang masih samar atau ketika terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Dalam kehidupan sosial
sehari-hari, penerapan istishab sangat luas, seperti dalam penetapan status halal makanan dan minuman, kebersihan
seseorang atau barang, hak kepemilikan suatu benda, hingga keabsahan akad dalam transaksi ekonomi. Contohnya,
kepemilikan terhadap suatu barang tetap sah selama tidak ada bukti hukum yang membatalkannya. Begitu juga
dalam ibadah, status wudhu atau shalat seseorang tetap dianggap sah sampai ada alasan syar’i yang
membatalkannya. Pendekatan rasional ini bertujuan untuk menghindari perubahan hukum yang terlalu sering tanpa
dasar kuat, agar masyarakat tetap memiliki kepastian dan kejelasan dalam menjalankan aktivitas keagamaan
maupun sosial. Dalam konteks modern yang penuh dengan tantangan global, seperti munculnya praktik perbankan
syariah digital, perdagangan elektronik (e-commerce), dan perlindungan data pribadi, prinsip istishab dapat
menjadi pedoman hukum yang fleksibel namun konsisten, bahwa sesuatu dianggap boleh kecuali terbukti dengan
dalil bahwa hal tersebut dilarang [1]. Dengan demikian, istishab tidak hanya menjembatani ketegasan norma
syariat dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum Islam. la membantu proses pengambilan fatwa agar tidak
tergesa-gesa atau inkonsisten, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan hukum baru yang tetap
berlandaskan nilai-nilai syariah. Melalui prinsip ini, hukum Islam mampu mempertahankan relevansinya,
menjawab persoalan sosial modern, serta menjamin kemaslahatan dan keadilan yang bersifat universal.

Dalam literatur yurisprudensi Islam, istishab diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, masing- masing dengan
fungsinya sendiri dalam perundang-undangan [2]. Pertama, ada prinsip persetujuan substantif dalam semua hal,
yang menyatakan bahwa keputusan asli diizinkan dalam semua hal kecuali ada bukti yang bertentangan. Kedua,
ada dugaan bahwa seseorang bebas dari tanggung jawab hukum jika tidak ada bukti tanggung jawab. Yang ketiga
adalah istishab al-umum, yang mengikuti dalil umum sampai dibatasi oleh dalil khusus. Prinsip kelima adalah
istishab al-washfi ats-tsabiti, yang berarti bahwa bentuk atau status hukum suatu objek tetap tidak berubah sampai
mengalami perubahan hukum [4]. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa istihsan telah diterapkan tidak hanya secara
teoritis, tetapi juga di berbagai bidang hukum seperti ibadah, perilaku, hukum pidana, dan masyarakat sosial. Setiap
jenis memiliki penerapan unik dalam figh, mulai dari status halal-haram, keabsahan akad, hingga batasan beban
hukum individu.

Para ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki secara umum memandang istishab sebagai dalil syar’i yang sah dan
memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan bukti
yang jelas atau tegas dari Al-Qur’an, Sunnah, [jma’, maupun Qiyas. Mereka memanfaatkan prinsip istishab untuk
mempertahankan keberlakuan suatu hukum yang sudah ada serta menjadi landasan penetapan hukum baru apabila
muncul persoalan hukum kontemporer yang belum memperoleh ketetapan syar’i secara eksplisit. Sikap
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penerimaan ini lahir dari kebutuhan akan kepastian dan stabilitas hukum dalam masyarakat Islam, di mana
perubahan sosial dan dinamika zaman sering kali memunculkan situasi-situasi hukum yang tidak dapat dilepaskan
hanya pada satu dalil atau nash tertentu. Oleh karena itu, implementasi istishab oleh para ulama Syafi’iyah dan
Malikiyah terbukti sangat luas, meliputi sektor ibadah seperti penetapan kesucian, keabsahan wudhu hingga status
kebersihan, persoalan muamalah seperti hak kepemilikan dan transaksi ekonomi, bahkan merambah pada aspek
hukum keluarga misalnya menentukan status pernikahan atau hak asuh anak. Dengan berpegang pada prinsip
“hukum asal segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang melarang” atau “hukum asal suatu individu tetap
sebagaimana sebelumnya hingga terdapat bukti yang mengubahnya”, kedua mazhab tersebut menjadikan istishab
sebagai alat penting dalam praktik ijtihad yang cermat dan penuh kehati-hatian, guna mencegah terjadinya
kesimpulan hukum yang gegabah atau bersifat spekulatif. Hal ini sekaligus menjadi mekanisme proteksi agar
keputusan hukum tidak berubah-ubah tanpa dasar yang kuat, sehingga tercipta suasana hukum yang kondusif,
stabil, dan terpercaya di mata umat [3]. Ditambah lagi, dalam era modern yang sarat inovasi dan perubahan mulai
dari masalah teknologi, transaksi digital, hingga struktur sosial keluarga yang kompleks peranan istishab makin
aktual sebagai metode penalaran logis untuk menyelesaikan setiap permasalahan baru secara proporsional dan
tetap kredibel dalam koridor syariah. Pada akhirnya, fleksibilitas dan kehati-hatian yang ditawarkan oleh istishab
dalam bingkai mazhab Syafi’i dan Maliki inilah yang memastikan kesinambungan dan relevansi hukum Islam di
era transformasi global, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental serta tujuan utama magashid syariah
seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu maupun kemasyarakatan.

Mazhab Hanbali secara eksplisit mendukung penggunaan istishab sebagai salah satu sumber yang sah dalam
penetapan hukum, sejalan dengan pendapat mazhab Syafi’i dan Maliki yang juga memandang istishab sebagai
metode yang dapat digunakan untuk mempertahankan status hukum yang telah ada selama belum ditemukan dalil
yang secara jelas membatalkannya. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan Maliki
menunjukkan sikap yang lebih hati-hati, bahkan cenderung menolak penggunaan istishab sebagai sumber hukum
yang berdiri sendiri atau bersifat absolut. Menurut pandangan ini, istishab hanya dapat digunakan dalam konteks
mempertahankan ketetapan hukum yang berlaku sebelumnya, bukan sebagai dasar untuk menetapkan hukum baru.
Para ulama yang berpandangan kritis terhadap istishab menilai bahwa fungsinya lebih tepat sebagai alat penguat
atau konfirmasi terhadap hukum asal, bukan sebagai pijakan utama dalam merumuskan fatwa, aturan, atau
perundang-undangan yang bersifat inovatif. Kekhawatiran utama yang mereka kemukakan adalah potensi
penyalahgunaan istishab jika dipakai secara berlebihan, yang bisa saja mengaburkan posisi sentral sumber hukum
utama seperti Al-Qur’an dan Hadis yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam struktur hukum Islam. Di samping
itu, mereka juga memperingatkan kemungkinan masuknya unsur subjektivitas dalam penetapan hukum, yang dapat
berdampak pada berkurangnya kepastian dan keaslian hukum syariah [2]. Meski demikian, dalam konteks modern
yang penuh tantangan dan perubahan sosial, diskursus mengenai istishab telah membuka ruang pemikiran baru
mengenai peran dan posisinya sebagai mekanisme kehati-hatian hukum. Dalam berbagai persoalan kontemporer,
istishab tetap memainkan peranan penting, seperti dalam menjamin keberlanjutan hukum, mengatasi kekosongan
dalam sistem hukum, serta menjadi panduan dalam proses ijtihad ketika dalil yang bersifat qat’i (pasti) tidak
tersedia. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam metode penerapan istishab di antara
mazhab-mazhab, terdapat titik temu bahwa istishab dapat dijadikan prinsip kehati-hatian yang berfungsi untuk
melindungi hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum, selama penggunaannya tetap dibatasi oleh koridor
syariat dan tidak menggantikan kedudukan dalil- dalil utama dalam Islam. Beragam pandangan ini menunjukkan
fleksibilitas dalam sistem hukum Islam dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Walaupun
bukan selalu menjadi sumber legislasi utama, istishab tetap relevan sebagai instrumen hukum yang adaptif, yang
dapat dimanfaatkan secara bijak dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Kontroversi utama di kalangan ulama mengenai istihab berkaitan dengan cakupannya, bisakah ia digunakan hanya
dalam arti sempit, atau bisakah ia diterapkan lebih luas? Kelompok yang secara terbuka menolak penggunaan
istihsan berpendapat bahwa penerapannya yang sewenang-wenang memungkinkan diperkenalkannya hukum yang
tidak adil yang berasal dari teks-teks agama yang jelas. Mereka khawatir jika istisab diterapkan tanpa batasan apa
pun, hal itu akan mengabaikan prioritas sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, para
pendukung istihsan berpendapat bahwa prinsip ini ternyata merupakan pendekatan yang masuk akal dan sistematis
untuk memastikan kesinambungan hukum, mencegah kekacauan, dan melindungi kepentingan sosial, bahkan
tanpa adanya kerusakan. Sebaliknya, para pendukung istihshab, terutama ketika tidak ada bukti yang jelas dalam
Al-Qur'an, hadis, ijma’, atau giyas, berpendapat bahwa doktrin ini memainkan peran penting dalam mencapai
kesinambungan dan stabilitas hukum. Mereka mengklaim bahwa istishab bukanlah bentuk pengabaian bukti
hukum, melainkan solusi praktis dan masuk akal untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi kekacauan
atau kekacauan dalam masyarakat. Dalam kasus seperti ini, status memberikan panduan yang dapat diandalkan,
mengacu pada peraturan sebelumnya, sampai bukti yang membuktikan sebaliknya muncul. Akibatnya, istishab
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dianggap sebagai salah satu metode dalam ijtihad yang mendukung kepentingan umum dan rasionalitas dalam
menetapkan hukum Islam [1].

Salah satu prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam konsep istishab adalah keyakinan bahwa "segala
sesuatu pada awalnya diperbolehkan hingga terdapat dalil yang secara tegas melarangnya" serta prinsip bahwa
"kesalahan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan.” Prinsip ini tercermin dalam kaidah
fikih terkenal al-yaqin la yazulu bi al-shakk (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan), yang menjadi acuan
penting dalam menetapkan dan mempertahankan suatu ketetapan hukum. Para ulama menjadikan kaidah ini
sebagai pegangan untuk menjaga kestabilan hukum hingga ada bukti yang sah dan dapat diterima menurut
ketentuan syariat. Penerapan prinsip ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi
sosial. Misalnya, dalam masalah kebersihan, status kepemilikan, keabsahan akad dalam transaksi, maupun dalam
penentuan sah atau tidaknya suatu ibadah. Dalam persoalan hukum seperti kepemilikan tanah, istishab digunakan
untuk memastikan bahwa seseorang tetap dianggap sebagai pemilik sah sampai terbukti sebaliknya. Demikian
pula, seseorang dianggap dalam keadaan suci hingga muncul bukti nyata yang menunjukkan ketidaksuciannya.
Prinsip ini juga berfungsi sebagai panduan bagi para mujtahid dalam menangani perkara-perkara yang belum
secara jelas diatur dalam nash, guna mencegah terjadinya ketidakpastian dan ketidakkonsistenan hukum [5].
Dengan adanya istishab, tercipta jaminan kepastian hukum karena setiap keputusan diambil berdasarkan dasar
yang jelas, bukan hanya dugaan atau praduga. Dalam konteks dunia modern yang terus mengalami perubahan
pesat, baik dalam bidang sosial, teknologi, maupun munculnya isu-isu baru, peran istishab menjadi semakin
krusial. la bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan ketetapan hukum yang telah ada, tetapi juga sebagai
mekanisme strategis untuk memastikan hukum tetap konsisten, relevan, dan berhati-hati dalam menghadapi
dinamika zaman. Istishab menjadi prinsip kehati-hatian yang dilandasi keyakinan dan dalil kuat, menjaga integritas
hukum Islam, memberikan pedoman praktis yang sesuai dengan konteks, serta melindungi hak individu maupun
kolektif, baik dalam ranah pribadi maupun publik, di tengah era globalisasi dan modernisasi yang semakin
kompleks.

Penerapan prinsip istishab terlihat jelas dalam praktik fatwa keagamaan modern, terutama dalam menyelesaikan
masalah-masalah kompleks modern di berbagai bidang seperti hukum keluarga, transaksi bisnis, dan sistem
perbankan Islam [3]. Dalam situasi di mana bukti yang jelas tidak ditemukan dalam Al- Qur'an atau Sunnah,
istishab menjadi pilihan yang dijadikan dasar oleh para ulama dan lembaga fatwa dalam mengambil keputusan .
Prinsip ini digunakan untuk mempertahankan keadaan hukum yang ada guna mencegah terjadinya kekosongan
hukum (legal vacuum) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di tengah masyarakat [9].
Misalnya, dalam konteks keuangan Islam, istishab digunakan untuk memastikan keabsahan suatu kontrak atau
transaksi sampai terbukti adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sebagian pihak menyampaikan kritik terhadap penerapan istishab, Penerapan istishab secara absolut tanpa
evaluasi kritis terhadap substansi dan tujuan nash berpotensi melahirkan kekakuan hukum serta menghambat
fleksibilitas sistem hukum Islam dalam merespons realitas kontemporer terutama karena dikhawatirkan dapat
mempertahankan kondisi hukum yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan konteks
zaman. Jika prinsip istishab diterapkan secara mutlak tanpa proses pengujian terhadap keabsahan dan relevansi
nash yang digunakan, maka hal ini berpotensi menimbulkan kekakuan dalam sistem hukum [10]. Akibatnya, ruang
bagi ijtihad, inovasi hukum, dan respons terhadap perubahan sosial menjadi terbatas. Kekhawatiran ini muncul
dari pemahaman bahwa hukum Islam seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjawab
tuntutan zaman karena itu, istishab tidak dapat hanya dipandang sebagai pelestarian hukum masa lalu, tetapi harus
selalu diuji kesesuaiannya dengan kondisi aktual. Para ulama fikih menekankan pentingnya kehati-hatian dalam
penerapan istishab dan menganjurkan pendekatan yang proporsional dan berbasis substansi. Dalam hal ini,
magashid syariah yakni tujuan utama hukum Islam seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta harus menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah istishab layak diberlakukan dalam persoalan-
persoalan kontemporer. Artinya, penggunaan istishab seharusnya tidak hanya bertujuan menjaga kesinambungan
hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan, adil, dan bermanfaat dalam menghadapi
perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, perlu disadari bahwa era modern menghadirkan
tantangan-tantangan baru, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, arus globalisasi, serta pergeseran
nilai-nilai sosial. Kondisi ini menuntut adanya keluwesan dan kreativitas dalam menetapkan hukum. Oleh karena
itu, istishab perlu diposisikan bukan semata-mata sebagai alat pelestari hukum, melainkan juga sebagai titik tolak
untuk membuka jalan bagi ijtihad baru dan penyesuaian hukum agar tidak terjebak pada stagnasi [3]. Menjaga
keseimbangan antara prinsip dasar syariah dan kebutuhan akan inovasi menjadi penting agar hukum Islam tetap
menjalankan perannya sebagai rahmat bagi semesta (rahmatan lil ‘alamin), serta mampu diterapkan secara efektif
dalam kehidupan umat Islam masa kini [11]. Penerapan istishab yang dilakukan secara bijak, terukur, dan dengan
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mempertimbangkan nilai-nilai magashid syariah, akan membantu memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya
bertahan, tetapi juga tetap responsif dan solutif dalam menghadapi dinamika zaman.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai konsep istihsan telah memberikan kontribusi besar terhadap
beragamnya sistem hukum Islam yang berkembang di berbagai wilayah dan di antara mazhab-mazhab yang ada.
Masing-masing mazhab, dengan pendekatan metodologis serta latar sosial dan budaya yang berbeda,
mengembangkan cara penerapan istihsan yang unik. Hal ini menghasilkan variasi dalam penafsiran dan
pelaksanaan prinsip tersebut dalam praktik hukum Islam. Sebagai contoh, mazhab Hanafiyah dikenal
mengedepankan penggunaan istihsan sebagai sarana untuk menghindari kesulitan (haraj) dan meraih
kemaslahatan, bahkan dengan mengesampingkan giyas demi keadilan dan kemudahan. Sementara itu, mazhab
Syafi’iyah serta sebagian besar ulama Maliki cenderung lebih hati-hati dan terbatas dalam menggunakan istihsan,
karena khawatir akan munculnya penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan dan potensi
subjektivitas dalam penerapannya. Meski terdapat perbedaan pendekatan, istihsan tetap diakui sebagai instrumen
penting dalam konstruksi hukum fikih. la memberikan kelonggaran dalam menjawab tantangan dan perubahan
sosial yang terus berlangsung [12]. Melalui prinsip ini, para ahli fikih dapat merumuskan solusi hukum yang
kontekstual dan relevan tanpa keluar dari bingkai syariat dan nilai- nilai magashid al-shariah, seperti perlindungan
terhadap kemaslahatan umat dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, istihsan memainkan peran sentral
dalam menjembatani ketegasan teks hukum dengan tuntutan zaman yang dinamis [13]. Sebagai salah satu bentuk
ijtihad, istihsan juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri
tanpa kehilangan esensi syariah. Hal ini menjadi semakin nyata di era modern, di mana umat Islam dihadapkan
pada berbagai persoalan baru seperti kemajuan teknologi, perubahan budaya, dan interaksi global. Situasi ini
menuntut hukum Islam untuk tetap responsif dan kontekstual, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip
dasarnya. Istihsan terbukti sebagai perangkat hukum yang penting, adaptif, dan relevan dalam menjaga
keberlangsungan hukum Islam di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya umat Muslim secara global [2].

Di tengah era digital dan globalisasi yang berubah sangat cepat, penerapan metode istishab dalam hukum Islam
dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Perkembangan teknologi serta perubahan sosial menghadirkan
berbagai persoalan yang belum secara jelas diatur dalam hukum Islam klasik. Oleh karena itu, penggunaan istishab
dalam menghadapi permasalahan kekinian membutuhkan kreativitas dan penafsiran yang sesuai dengan konteks,
sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Syariah dan tujuan utama hukum Islam (maqashid syariah)
[14]. Istishab memiliki peranan penting dalam mempertahankan konsistensi hukum saat dihadapkan pada isu-isu
baru, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hak atas kekayaan intelektual. Para ulama dituntut
untuk menerapkan prinsip istishab dengan kehati-hatian agar fatwa yang dihasilkan tidak terlalu kaku maupun
terlalu longgar, sehingga tetap relevan dan moderat dalam merespons dinamika zaman [3].

4. Kesimpulan

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang memiliki peran strategisc dalam penetapan hukum Islam,
khususnya ketika sumber-sumber utama hukum seperti Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas tidak memberikan
petunjuk yang tegas dan eksplisit terhadap suatu permasalahan. Dalam kondisi demikian, istishab berfungsi
sebagai instrumen rasional yang mampu mengisi kekosongan hukum (legal vacuum) dengan tetap
mempertahankan hukum asal hingga ditemukan dalil yang sah untuk mengubahnya. Fungsi ini menjadikan istishab
berperan penting dalam menjaga kesinambungan, konsistensi, dan stabilitas norma-norma syariah, sehingga
hukum Islam tetap dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam berbagai situasi [15]. Perbedaan pandangan di
kalangan para ushuliyyin mengenai legitimasi dan ruang lingkup istihsan dan istishab mencerminkan kekayaan
intelektual serta dinamika pemikiran dalam tradisi hukum Islam. Sebagian ulama menerima metode ini sebagai
hujjah yang sah secara penuh, sementara sebagian lainnya menerimanya dengan batasan-batasan tertentu, bahkan
ada yang menolaknya sebagai dalil independen. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga
dipengaruhi oleh pendekatan rasional, filosofis, dan interpretasi terhadap dalil nagli yang digunakan masing-
masing ulama. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa penerapan metode ini harus dilakukan
secara hati-hati, sistematis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konteks
masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada persoalan-persoalan baru dan kompleks, pemahaman
terhadap istihsan dan istishab tidak dapat berhenti pada tataran tekstual semata. Diperlukan pendekatan Kritis dan
kontekstual agar metode ini tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi hukum yang adil serta responsif
terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental hukum Islam
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